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ABSTRAK

Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga tinggi Negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Fungsi
utama dari Mahkamah Agung adalah mengatur sehingga Mahkamah agung dapat
membuat peraturan acara sendiri bilamana dirasa perlu untuk mencakupi hukum
acara yang sudah diatur Undang-undang. Salah satu peraturan yang dibuat adalah
Peraturan Mahkama Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara
Penyeleaian Gugatan Sederhana. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 adalah suatu
trobosan mahkamah agung didalam ranah peradilan acara perdata untuk
mempermudah para pencari keadilan didalam menerima keadilan serta dapat
mengurangi penumpukan perkara didalam pengadilan. Masyarakat mengganggap
putusan gugatan sederhana kurang berkualitas karena hanya di pimpin oleh 1 hakim
saja yang mengakibatkan ada anggapan didalam masyarakat bahwa putusan gugatan
sederhana tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan gugatan pada umumnya
yang mengakibatkan masyarakan enggan menggunakan gugatan sederhana. Hal ini di
perparah dengan tidak adanya kewajiban didalam memilih gugatan sederhana yang
berdampak pada kuranganya penggunaan gugatan sederhana pada pengadilan umum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu
mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum dan isu-isu hukum terkait dengan
permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deksriptif-analitis, maksudnya
adalah suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum dan
diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat kesimpulan bahwa gugatan
sederhana tidak memiliki daya ikat terhadap masyarakat dikarnakan tidak adanya
kewajiban untuk memilih PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan
Sederhana dan perlu adanya perubahan gugatan sederhana yang pada awalnya berupa
pilihan menjadi sebuah kewajiban sehingga gugatan sederhana memiliki daya ikat
didalam pelaksanaannya dilapangan sehingga dapat menjadi pilihan utama bagi
masyarakat didalam menyelesaikan sengketa mereka.
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SMALL CLAIM COURT WHICH IS NOT A MAIN CHOICE FOR COMPLETE
THE DECLINE SETTLEMENT WITH UNDER REGULATION OF THE
SUPREME COURT NUMBER 2 YEAR 2015 CONCERNING PROCEDURES OF
SMALL CLAIM COURT.

Indra Satria Valentino
(1387092)
ABSTRACT

The Supreme Court is a high state institution in the Indonesian state
administration system which is the holder of judicial power. The actions of directors
need to be enlivened by events that have been regulated. One of the regulations made
is the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2015 on the Procedure of
Clashing Simple Claims. PERMA Number 2 the Year 2015 is a breakthrough of the
Supreme Court in the realm of civil proceedings to facilitate justice seekers in
receiving justice and can reduce the accumulation of cases in court. However, the
application of the Small Claim Court is not in accordance with what is expected
because the public turned out to prefer a regular lawsuit than a simple lawsuit. The
community assumes the decision of a simple lawsuit is less qualified because it is only
led by 1 judge that there is a presumption in society is a Small Claim Court decision
does not have the same legal force with the lawsuit in general who like to be reluctant
to use simple lawsuits. This is in perpetuity with the absence of picking a simple
lawsuit that has an impact on the lack of simple lawsuits in public courts.

This research uses normative juridical research method that is to examine
and evaluate legal materials and legal issues related to the problem under study. This
research means descriptive-analytical, meaning that an analysis of data is built on
general legal theory and applied to explain another set of data.

Based on the results of the research, it is found that there is no binding power
to the community due to the absence of the obligation to vote PERMA Number 2 the
Year 2015 About the Procedures of Simple Claim and the need for a simple lawsuit
change which is a choice is a law that simple lawsuit binding power in the
implementation in the field so that it can be the main choice for the community in
resolving their dispute.
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